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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan
anggaran secara lebih optimal dan akuntabel, kebutuhan
penyesuaian adanya penyetaraan jabatan struktural
menjadi jabatan fungsional serta perlunya pemanfaatan
teknologi informasi pengelolaan keuangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri oleh pejabat pelaksana
anggaran;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 103)

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 398);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
962) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 8
(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang:
a. menetapkan PPK;
b. menetapkan PPSPM;

o

menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;

o

menetapkan panitia/pejabat yang terlibat

dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan
rencana pencairan dana;

f.  melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran Belanja Negara;

g. melakukan pengujian tagihan dan perintah

pembayaran atas beban anggaran negara;
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memberikan supervisi, konsultasi, dan

pengendalian  pelaksanaan  kegiatan dan

anggaran;

mengawasi penatausahaan dokumen dan

transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran;

melakukan perubahan pada Rincian Alokasi

Anggaran di masing-masing unit Eselon I,

satuan  kerja, dan UPT yang tidak

mengakibatkan perubahan Pagu Kegiatan;
melaporkan saldo seluruh Rekening yang
dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN;
menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menetapkan pemenang sebagai berikut:

1) pemenang pada pelelangan atau penyedia
pada Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar
rupiah); atau

2) pemenang pada seleksi atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah);

menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan

ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi

perbedaan pendapat;

menjawab sanggah banding;

memberikan sanksi pencantuman dalam daftar

hitam kepada penyedia barang/jasa;

menyatakan pelelangan, seleksi, pemilihan

langsung gagal;
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menyetujui penggunaan metode penunjukan
langsung, dalam pelaksanaan pelelangan,
seleksi, pemilihan langsung ulang gagal;
menandatangani  Surat Perjanjian Hibah
Langsung dari dalam negeri selain tanah
dan/atau bangunan; dan

KPA atau PPK atas nama KPA melakukan
pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

menyampaikan  penetapan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada:

a.

Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta
spesimen tanda tangan PPSPM dan
cap/stempel Satuan Kerja;

PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan
PPK; dan

PPK.

Ketentuan ayat (4) sampai dengan ayat (6) diubah, dan

ditambahkan 4 (empat) ayat baru, sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) PPK pada satuan kerja pusat dan UPT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu:

a.

Kepala Biro atau Kepala Pusat untuk satuan
kerja Sekretariat Jenderal;

Inspektur Wilayah dan Inspektur Khusus untuk
satuan kerja Inspektorat Jenderal;

Direktur untuk satuan kerja Direktorat
Jenderal,

Kepala Pusat untuk satuan kerja Badan;

Kepala Biro untuk Satuan Kerja Institut
Pemerintahan Dalam Negeri;

Kepala Bagian Tata Usaha untuk satuan kerja

Pusat Diklat Regional;
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